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PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR‘/g TAHUN 2013
TENTANG

PERSLIJS?E\?S gglﬁp RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
e i SR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
ATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan
bakar minyak yang berpengaruh terhadap biaya
penyediaan layanan ambulans pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang
cukup besar dan besarnya tarif retribusi tidak efektf
lagi untuk menyelenggarakan layanan tersebut,
maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif
retribusi pelayanan ambulans dimaksud yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menyatakan bahwa peninjauan tarif retribusi
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan  perekonomian yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor T2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1829);
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Undang. 0 0485

n 1981. Nomor 76, Tambahan
a Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang.
PenyelegnggsraangN Nomor 28 Tahun 1999 tentang
egarz : ;
OTupsi, Kolysj gara Yang Bersih Dan Bebas Dari

, Dan N -
Republik : epotisme (Lembaran Negara
Tambahan Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Nomor 3851)]:embaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

gemberantasan. Tindak Pidana korupsi (Lembaran
Tegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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gan Keul:i(:]mor 33 Tahun 2004 tentang

: g8an Antara Pemerintah Pusat
Daerah (Lembaran Negara
éinba Tahun 2004 Nomor 126,
Nomor 443g). 72" Negara Republik Indonesia

Undan -U
Perimbin ndan
Dan

Undan U
SiStCnga?l?iizg Nomor 40 Tahun 2004 tentang

y N Sosial Nasij

Re : asional (Lembaran Negara
Ta&%t:;xl;n Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Nomor 4456) embaran Negara Republik Indonesia

»

gn_ding-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
NaJa Daerah_Dan Retribusi Daerah (Lembaran
€gara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); !

Undang‘Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumn
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun Tne
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repoi
Indonesia Nomor 4502);

QO.Peraturan
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edoman Pem;nma_h Nomor 79 Tahun 2005 tentang
P‘fnyelenggq o €¢mbinaan Dan Pengawasan
Negara Rep::gfﬂ PCmeriQtahan Daerah (Lembaran
Tambahan IK Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

N0m0r4593)1;£mbaran Negara Republik Indonesia

Peraturan p :
cmerintah N : . :nte
Pembugi«dn omor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahe Antara
Pemerint. : emerintahan are
pext‘r_!mdh' PL‘_merlnLuhan Daerah Provinsi, Dan
NC,’LI.lnl.ahun IL)ucruh Kabupaten/Kota (Lembaran

gara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Fambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4737); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;,

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8
Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negen Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 20060
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah  Kabupaten Smtang Nomor 3
Tahun 2013 (Lembaran Duaerah Kabupaten Sintang
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kabupaten  Simtang Nomor |
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten
Sintang (Lembaran  Dacrah  Kabupaten  Sintang
Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Sintang Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Smtang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Siitang  (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2)
sebagaimana telah dlubu_h dt‘rlgun Pttrmumn Daerah
Kabupaten Sintang N‘Qme S Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sint

amg
Nomor 5);
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MEMUTUSKAN
Menetapkan PERA-
Rbi}i?eY:;SQP BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
TAHUN 2 [,)N'f‘M PERATURAN DAKRAH NOMOR 7
KESENA L2 TENTANG  RETRIBUSI PELAYANAN
ADE | AN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUHAMMAD DJOEN SINTANG

Pasal |1

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retnbust Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dacrah
Ade Muhammad Djoen Sintang (Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun
2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 7)
diubah schingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati i

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mular berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013

Agar scliap  orang mengetahumya, memernntahkan  penvundangan
Peraturan Bupati i dengan  penempatannya dalam Benta Dacrah
Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2013
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Diundangkan di Sintang \
pada tanggal 22 Juli 201

f
AH KABUPATEN SINTANG, {

SEK ARTS DAER

ZOLKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 315



